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Lima Kali : LKPD TA 2023 Kota Kupang dapat Opini WTP  

 

Kupang, 10 Juni 2024 – Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT, Kepala BPK Perwakilan 

Provinsi NTT, Slamet Riyadi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang Tahun 2023. LHP LKPD tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua 

1 DPRD Kota Kupang (Padron A. S. Paulus) dan Pj. Wali Kota Kupang (Fahrensy Priestley Funay). 

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), 

dimana standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan 

melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut 

bebas dari kesalahan penyajian material. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka BPK RI menyimpulkan 

bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2023 adalah  “WAJAR  

TANPA  PENGECUALIAN”  atau “WTP”. 

Kota Kupang, telah berhasil mempertahankan opini WTP dari lima tahun berturut-turut. Walaupun telah 

memperoleh opini WTP, masih terdapat beberapa catatan yang menjadi temuan BPK antara lain: 

1. Kesalahan penganggaran dimana masih ditemukan alokasi kegiatan yang dianggarkan bukan pada 

Belanja yang seharusnya; 

2. Kelebihan pembayaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang sifatnya berulang seperti 

pembayaran gaji dan tunjangan kepada pensiunan, pelaksana tugas belajar, belanja honorarium, dan 

perjalanan dinas. 

3. Pengelolaan dana BOS antara lain penganggaran tidak sesuai klasifikasi belanja dan pelaporan yang 

belum tertib; dan 

4. Kekurangan volume pekerjaan yang berasal dari belanja modal. 

 

Acara tersebut dihadiri juga oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Kupang, Pj. Sekretaris Daerah Kota 

Kupang, Pejabat dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT, dan pejabat lainnya dari Pemerintah Daerah Kota 

Kupang dan BPK.   
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